PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 23 TAHUN 1964
TENTANG
LALU LI NTAS BARANG DAN UANG D PELABUHAN BEBAS SABANG

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang lalu lintas barang dan uang di
daerah Pel abuhan Bebas Sabang seperti ditetapkan dal am Penet apan Presiden
No. 10 tahun 1963 (Lenbaran- Negara tahun 1963 Nonor 100);

Mengi ngat :

1. pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. pasal 6 Peraturan Presiden Nonor 22 tahun 1964 tentang Pel aksanaan
Penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang (Lenbar an- Negara tahun 1964 Noror
64) ;

3. Undang-undang Normor 10 Prp tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960
Nonor 31) jo Keputusan Presiden Nonor 139 tahun 1964,

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang lalu lintas barang dan uang di Pel abuhan Bebas
Sabang.

Pasal 1.

Pel abuhan Sabang sebagai pel abuhan Bebas ner upakan:

Daer ah Luar Pabean | ndonesi a.

Daer ah Luar Resi m Devi sa | ndonesi a.

Daerah Perdagangan Transito barang-barang eksport/inpor dari dan ke
| ndonesi a.

Daerah tenpat nengadakan processing/upgrading dan nanufacturing
industries serta lain-lain usaha yang di anggap perl u.

» Wbk

Pasal 2.

(1) Sebagai alat penbayaran yang syah di daerah hukum Pel abuhan Bebas
Sabang dipergunakan mata uang yang akan ditentukan ol eh, Bank
| ndonesi a.

(2) Transaksi Perdagangan |Internasional dilakukan dengan surat-surat
ber harga dal amval uta asi ng yang di akui ol eh Bank | ndonesi a.

(3) Transaksi-transaksi tersebut dilakukan |ewat Bank Devisa Negara
at aupun Bank Devi sa Snasta Nasional atau asing yang ada di Sabang dan
tel ah di syahkan berdirinya ol en Bank | ndonesi a.

(4) Rekening-rekening dalamval uta asing dari para pengusaha nasi onal dan
asing pada semua Bank di Sabang yang berdiri dengan izin Bank
| ndonesi a, bebas dari pengendal i an perat uran devi sa | ndonesi a kecual
bagi an val uta asing yang diterina sebagai allokasi devisa Penerintah
| ndonesi a.

Pasal 3.



(1) Pemasukan hasil-hasil Indonesia ke Sabang dilakukan atas dasar
penbukaan "letter of credit”.

(2) Barang-barang inpor yang ditinbun di Sabang dapat di nasukkan ke
daerah I ndonesi a | ai nnya:

a. atas dasar surat izin devisa dan surat izin inpor, bilamana
penasukan di | akukan dengan devi sa Peneri nt ah.
b. atas dasar izin inpor, bilamana penmasukan dilakukan tidak

dengan nenakai devi sa Penerint ah.
Pasal 4.

(1) Penjualan barang-barang ekspor Indonesia dari Sabang ke pasaran
duni a, dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan ekspor yang akan
ditetapkan di kenudi an hari .

(2) REEkspor dari pada barang i npor yang ditunpukkan di Sabang ke negara
lain, dilakukan dengan peraturan yang sama sifatnya dengan ayat (1)
di atas.

Pasal 5.

Lalu-lintas barang dan uang antara Sabang dan apa yang di nanakan
"Mal aysi @' dil arang.

Pasal 6.

Hal -hal yang bel um cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur
dengan peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 7.

Saat berl akunya ketentuan-ketentuan dal am peraturan ini ditetapkan
ol eh Wkil | Panglina Besar KOTCE

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 1964.

Pd. PRES DEN REPUBLI K | NDONES A

Tt d.
Or. J. LH MENA

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1964.
WAKI L SEKRETAR S NEGARA

Ttd.



SANTCSO S H
Brig. Jen. T.NI.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PERSI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 23 TAHWN 1964
t ent ang
LALU LI NTAS BARANG DAN UANG D PELABUHAN
BEBAS SABANG

UMM

Cal am rangka usaha nel aksanakan penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang serta
nereal i sasi kan konfrontasi terhadap apa yang di nanakan "Ml aysia" nenuju
penyel esai an Revol usi I ndonesia, naka perlu untuk nengadakan ket entuan-
ket ent uan sebagai pedonan unt uk nenci pt akan aktivitas-aktivitas perdagangan
dan industri .

Dengan adanya pedorman tersebut di harapkan agar supaya realisasi dari pada
operation Pelabuhan Bebas Sabang itu dapat |ancar dan berjal an setepat-
tepat nya, sehingga dengan demkian tercapailah hasil yang sebai k-bai knya
dal am pel aksanaan proyek tersebut .

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

1. Yang di naksud dengan daerah |uar Pabean |ndonesia ial ah daerah
di mana peraturan-peraturan pabean tidak berlaku, kecuali bagi beberapa
jenis nmata barang yang sifatnya strategis dan dianggap berbahaya bagi
kesehat an dan kesel amatan publi k Perincian dari jenis-jenis mata barang ini
akan di atur kenudi an.

2. Yang di naksud dengan daerah Luar Resi m devi sen |ndonesia ial ah
daerah di mana peraturan-peraturan devisen Indonesia tidak berlaku kecuali
pengendal i an terhadap devisen Penerintah sendiri dan terhadap devi sen yang
di kuasai oleh Saasta Nasional maupun Asing atas dasar al okasi devisen
Peneri nt ah | ndonesi a.

Sedang senua transfer yang terjadi antara Sabang dan negar a- negar a
| ain dikendalikan ol eh Komando Penbangunan Proyek Pel abuhan Bebas Sabang
nenurut peraturan yang akan dikeluarkan peraturan-peraturan ini harus
bersendi kan kepada suatu dasar yang sehat sehingga value added dari
keunt ungan dal am val uta asing yang diterinma di Sabang dal am proporsi yang
waj ar dapat dipertahankan di Sabang bai k sebagai nodal untuk perkenbangan
Sabang sendiri naupun unt uk di kontri busi kan ke dal am pot devi sen | ndonesi a.

3. Qukup | el as.

4., Yang dinmaksud dengan daerah tenpat nmengadakan processing
upgrading dan manufacturing industries ialah daerah dinana industri-
industri yang diutamakan pada taraf pertama nerupakan export oriented
industries (industry pengolahan barang-barang untuk export) sedangkan
usaha-usaha lain yang dianggap perlu dapat nerupakan pula usaha-usaha
industri yang sifatnya inport/"re-export oriented industries (industri yang
nenghasi | kan bar ang- barang untuk i nport ataupun reexport).

D] sanping itu usaha-usaha seperti pergudangan di pedal aman



per hot el an, pengepakan. antara |ain nerupakan usaha-usaha yang di anj urkan
nendapat perhatian yang besar dan diberikan fasilitas-fasilitas yang
sef | eksi bel mungki n.

Pasal 2.

1. Qukup | el as.

2. Yang di maksud dengan transaksi perdagangan internasional, ialah
senua transaksi perdagangan bai k terjadi dengan |ndonesia, negara-negara
lain, nmaupun di Sabang sendiri, kecuali perdagangan eceran yang terj adi
di kal angan penduduk Sabang unt uk nel angsungkan hi dup sehari-hari .

3. Qukup | el as.

4, Pengendal i an nengenai rekeni ng-rekening dari siapapun juga
kecual i yang berasal dari allokasi devisen Penerintah |ndonesia pada Bank-
bank di Sabang di bebaskan tidak hanya dari segi peraturan devisen, tetapi
juga dijamn sifat rahasianya sehingga tidak akan pernah nendapat
peneri ksaan- peneri ksaan dari fihak kejaksaan. Sedang pengendalian ol eh
Komando Pel aksana Penbangunan Proyek Pel abuhan Bebas Sabang akan diatur
ol eh peraturan-peraturan Konmando Pel aksana Penbangunan Proyek Pel abuhan
Bebas Sabang sendiri .

Pasal 3.

1. Ekspor dari Indonesia atas dasar " Letter of Qedit" ke Sabang
di kendal i kan ol en peraturan-peraturan ekspor seperti vyang berlaku ke
negar a- negara asi ng | ai nnya.

Sedang pengi ri nan bahan- bahan bangunan yaitu kayu, bata dan genteng
tanah liat vang diperlukan untuk penbangunan di Sabang dapat di ekspor
hal nya dengan izin ekspor sesudah nendapat surat jamnan dari Konando
Pel aksana Penbangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang bahwa bahan- bahan
tersebut tidak akan di-re-ekspor. Whtuk penbangunan dan per kenbangan senua
bahan-bahan yang diperlukan untuk penbangunan di Sabang ol eh Komando
Penbangunan Proyek Pel abuhan Bebas Sabang at aupun badan- badan, orang- or ang
lain yang ditunjuk/dijamn ol eh Konando Pel aksana Penbangunan Pel abuhan
Bebas Sabang dapat menbawa bahan-bahan dari |ndonesia tidak sebagai barang
ekspor. Demkian pul a bahan-bahan nakanan yang di perlukan untuk konsunsi
sehari-harinya di Sabang, kecuali yang ditunpuk oleh |everansir untuk
dijual kepada kapal - kapal .

2.a. Pelaksana i npor seperti yang di naksud dalamayat 2 a ini adal ah
sama dengan prosedure yang |l azim

b. Pel aksana inpor yang dilakukan dengan tidak nengaj ukan izin
devi sen dapat dilakukan hanya izin inpor dan izin ini diperoleh atas dasar
per nyat aan kei ngi nan nengi npor dengan tidak nengharapkan al | okasi devisen
Pernerintah, dan jenis barang dapat disyahkan dan dibutuhkan di dal am
negeri .

Pasal 4.

Penjual an dan pengirinman barang-barang dari Sabang ke negara-
negara asing |ainnya dikenakan fornalitas peraturan-peraturan ekspor
yang lunak sekali kecuali bagi barang-barang yang tersebut dal am
penj el asan pasal 1 ayat (1) di atas.

Peraturan-peraturan ekspor ini bersendi kan kepada pengendalian
barang dan val uta ol eh Pererintah di Sabang.



Pasal 5 s/d 8

Qukup | el as.
Ter masuk dal am Lenbar an- Negar a t ahun 1964 No. 65.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1964 NCMZR 65
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2661



